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DIBAHKAN OLEH
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NAMA 8OP : STANDAR PELAYAAN M

DASAR EUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA @

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang P han K genai Perighapusen Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Ccnvention On The Elimination OjAll Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Memahami psraturan peraturen terkait dengan perindungan anak dan kekerasan dalam
rumah tangga

Uru:lm;—Undang Nomor 23 Ta.hun 2002 Tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2002
N 109, Tambahan L N Republik Ind MNomeor 4235)

L‘ndang~Unda.1g Nomor 23 Tahun 2004 "I'ent.an; nghnpusln Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambat L Republik Ind. ia Nomor 4419)

4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

P

S5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar]
Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayvanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kerban Kekerasan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2915 tentang Penyslenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tshun 2015 Nomor 5);

8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Tahun 2019 Nomor 13);
9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020

g Lemb Perlind Anak dan Remaja Kota Pekalongan

1 Per

Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

11

Mampu EOF komp dan internet

Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/
BAPAS/Kepolisian

KETERKAITAN !

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

Lembaga/Instansi yang mengirim rujukan

1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem
2 ATK
3 Data-data kasus kekerasan berbaais gender dan anak

PERINGATAN :
Saksi Ahli bidang psil

logis upaya f 1 keadilan bagi korban kekerasan.

PI'HCATATM DA! FII'DATW

[~ Data dlmnpun wecara manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



FORHM 3
RUMUSAN FORMAT BOP- STANDAR PELAYAAN MENERIMA RUJUKAN

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris LP- Lembaga/
Fulltimer/ PAR ( Kasi Ketua 1.P-PAR .| Instansi yang Korban /
. = Ketua LP- + i ' | Tim Profe ok -
Peiak Per g o o Kasi, Fulltimer/ Peikol e:" merujuk/ D';ehl;:':\ Yang Kelengkapan | Waktu Cutput A
LFPAR Perampuan & Pelaksana i Kelurahan/Bab Durujuk
Anak; inkamtibmas
1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
1 |Menerima surat rujukan kepada Kepalaj
Dinas Pemberdayaan Masyarakad mulai
Perempuan dan Parlindungan Anax —L’D S 1 hari | Dokumen
Surat Rujukan
2 |Memutuskan dan atau berkoordinas
dengan Tim Tekniz LP-PAR bidang -

i 3 2 lormasi
psikologi/hulium /medis/ soceial untuk HP/ Telepon 2 hari |Diterima/
menentukan apakah surat  rujukan 1 ditolak
diterima azau tidak _ 1 B

3 jHasil koordinasi menjadi bahan)|
pertimbangan Hepala Dinas Pemberdayaan L._:I informasi
Masyarakat P p dan Perlindungan HP/ Telepon 2 hari |Diterima/
Anak  untuk  mengeluarkan  Sura ditolak
Keputusan/ tugas

4 jApabila permohonan diterima maka akan
akan dikeluarkan Surat Tugas| > |
penjangkauan, identifikesi awal dan .
assassmen kasus oleh Kepala Dinas| Surat Tugas 2 hari |Dokument
Pemberdayaan Masyarakat Pecempuan dan
Perlindungan Anak

5 |Melakukan koordinasi dengan Anggota 5 "
Tim Teknis Psikologi berkoordi/medis/ |informasi
hukum/ sosial / peikclogis dan lembaga / — ] medis,
instansi yang merujuk dan instasni terkait HP/ Telepon 3 hari |psikologis,
(Kelurahan/ babinkamtibmas/RT/RW [ ial dan
pihak terkait) hukum

6 |Memberikan arahan kepada Sel rin
Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan — :l e
dan Anak) untuk menyizpkan dokumen
persyaratan penjangkauan, identifikasi & Berkas 5
awal dan assassmen kasus serta dokumen ': persyaratan 1 hari |Dokumen
lain yang dibutuhkan serta
mendokumentasikan kegiatan

7 |Pemberian Layanan penjangkauan,
identifikasi awal dan assassmen kasus o
e > Laj
rujukan \Saless] doz‘:::n € hari - |Dokuraen

Dipindai dengan CamScanner




